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Abstrak   

Hukum pajak adalah satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang 

mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang 

perlu dipatuhi dan dijalankan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur 

atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui 

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum perpajakan dibagi 2 yaitu Hukum Perdata 

yang mengatur terkait hubungan antara satu individu dengan individu lainnya dan Hukum 

Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum publik di 

antaranya ialah Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pidana, dan Hukum Tata 

Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). 

Kata kunci: Hukum Pajak, Metode Literatur 

  

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat  (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Pemungutan pajak 

dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak tersebut haruslah terlebih 

dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 

1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur 

dengan Undang-Undang”. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 

berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi 

pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak itu sendiri  (Putri & Ghazali, 2021) (Putri, 

2021). Pada dasarnya pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta 

masyarakat sebagai warga Negara dalam rangka pembiayaanrutin pemerintahan serta 

meningkatkan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis 
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dalam penerimaan Negara (Anggarini, Putri, et al., 2021). Dalam mendukung 

pembangunan nasional pajak dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kemandirian 

(Ahmad et al., 2018) .Sumber penerimaan Negara dari pajak harus terus ditingkatkan 

(Wibowo & Priandika, 2021).Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021). Secara umum pajak itu 

adalah iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, yang 

pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung 

yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara (Damayanti et al., 2020). 

Untuk dapat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang dipungut melalui pajak 

harus berpijak pada asas legalitas (Dellia et al., 2017).Maksud dan tujuan penerapan asas 

legalitas di bidang perpajakan adalah agar tindakan atau perbuatan pemerintah untuk 

menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak tidak dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar hokum (Sucipto et al., 2021). 

KAJIAN PUSTAKA 

Definisi Pajak dan Hukum  

Pajak Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang bagi 

wajib pajak yang membayarnya sesuai dengan peraturan (Tarigan et al., 2020). Pajak tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk serta berguna untuk 

membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan (Septilia et al., 2020). Karakteristik pokok dari pajak salah satunya ialah 

pemungutan yang harus berdasarkan undang-undang (Nani & Ali, 2020). Hal ini 

disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang akan dipikul bersama oleh 

rakyat, sehingga dalam proses perumusannya memerlukan peran serta masyarakat sebelum 

ditentukan oleh wakil-wakil parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat  (Nani & Lina, 

2022). 

Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahan (Rahmawati & Nani, 2021). Dana yang diterima dari pemungutan pajak pada 

definisi di atas mengartikan tidak pernah ditujukan untuk suatu pengeluaran khusus (Lina 

& Nani, 2020)  (Nani et al., 2021). Hukum pajak memuat berbagai hukum pidana dan 

hukum tata negara. Hukum pajak atau tax law ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan 
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resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 

rakyat sebagai pembayar pajak (Nani, 2019). Dalam hal ini, pemerintah diwakilkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia berwenang untuk 

memperoleh kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak untuk dikelola dan 

diserahkan kembali kepada masyarakat. Penyerahan ini secara tidak langsung dapat 

melalui pelayanan publik yang kemudian akan diperoleh dari kas Negara. Hukum pajak 

adalah satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan 

kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang perlu dipatuhi dan 

dijalankan (Febrian et al., 2021). Dengan demikian, hukum pajak tidak terlepas dari sanksi 

hukum sebagai konsekuensi agar pemerintah (fiskus) ataupun wajib pajak menaati 

peraturan pajak tersebut. Adapun, konsekuensi yang dimaksud ialah sanksi hukum berupa 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Hukum pajak diidefinisikan sebagai keseluruhan dari berbagai peraturan yang mencakup 

mengenai kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang serta 

menyerahkannya pada uang/kas Negara (Borman et al., 2020). Hukum pajak mengatur 

hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, karena hukum pajak merupakan bagian 

dari hukum public  (Rahmanto et al., 2021). Dalam lapangan lainnya dari hukum 

administratif, unsur-unsur tersebut tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini. 

Ditambah dengan luasnya ruang lingkup, karena eratnya hubungan dengan hukum 

ekonomi sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap Negara (Rahmanto et al., 

2020). Dalam beberapa negara, hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu 

pengetahuan yang berdiri sendiri. Pengertian hukum pajak dapat memberikan petunjuk 

bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya dalam 

penegakkan hukum pajak. Sebaliknya, hal ini juga dapat menjadi pedoman bagi wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh 

perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak (Strategi 

Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan 

Business Model Kanvas, 2020). 

METODE  

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 
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perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, 

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan 

data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. 

Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet 

(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pengertian Hukum Pajak menurut Para Ahli  

Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta 

hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak (Strategi 

Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan 

Business Model Kanvas, 2020) (Fauzi et al., 2021). Terdapat enam ahli yang pernah 

mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni: 

 Santoso Brotodihardjo Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga 

dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak 

pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke 

masyarakat melalui kas Negara (Fauzi et al., 2020). Dalam hal ini, hukum pajak 

merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang 

memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan Negara (Anggarini, 

Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). 

 Bohari Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak 

merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak 

yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.  

 Rachmat Soemitro Menurut Rachmat Soemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan 

yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku 

pemungut pajak (Lina & Ahluwalia, 2021). 

  Erly Suandy Erly Suandy juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. 

Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

5 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah 

selaku pemungut pajak (Larasati Ahluwalia, 2020).  

 Dr. Soeparman Soehamidjaja Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dr. Soeparman 

Soehamidjaja. Menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah 

perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai 

kesejahteraan umum [42].  

 Hartono Hadisoeprapto Smentara, Hartono Hadisoeprapto menyatakan, hukum pajak 

adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau 

peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang 

dikenakan. 

Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan Pasal 1 angka 1, dimana berisikan pajak ialah kontribusi wajib pajak pada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan dan kemakmuran rakyat (Suwarni & Handayani, 2021) . 

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum public. Hukum pajak di Indonesia ini 

menganut paham imperative. Hal ini mengartikan pelaksanaan pemungutan pajak tidak 

dapat ditunda. Saat terjadi pengajuan keberatan pada pajak oleh wajib pajak yang telah 

ditetapkan pemerintah, sebelum terdapat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai 

keberatan diterima, maka wajib pajak pun perlu terlebih dahulu membayar pajak sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

Berikut ialah penjelasan kedudukan hukum perpajakan:  

1. Hukum Perdata yang mengatur terkait hubungan antara satu individu denga individu 

lainnya  

2. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum 

publik di antaranya ialah Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pidana, dan Hukum 

Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).  

Berdasarkan dua poin tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak ialah 

bagian dari hukum publik. Hukum pajak ini mengatur hubungan antara pemerintah selaku 

pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. 
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Peraturan Perundangan Perpajakan Delapan undang-undang yang menjadi landasan atau 

dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. 

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan.  

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan. 

  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang 

dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. 

  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan. 

  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 

Fungsi Hukum Pajak  

Hukum pajak juga memiliki berbagai fungsi yang berdasar pada azas-azas yang bertujuan 

utama menyejahterakan penduduknya. Adapun fungsi hukum pajak yang diantaranya 

yaitu: 

  Sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang harus memenuhi 

syarat keadilan, efisien dan sederhana sejelas-jelasnya dalam undang-undang hukum pajak 

itu sendiri.  

 Sebagai sumber yang menerangkan tentang mana dan siapa subjek maupun objek yang 

perlu dan tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak yang berfungsi untuk 

meningkatkan potensi pajak di negara ini. 

Macam-macam Hukum Pajak 

  Hukum Pajak Materil Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menjelaskan 

mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), besaran 

pajak yang dikenakan (tarif pajak), serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul 

dan dihapusnya utang pajak dan dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara 

pemerintah dan wajib pajak  (Sari & Sukmasari, 2018).  

Hukum pajak materil ialah kaidah-kaidah atau berbagai ketentuan dari suatu peraturan 

perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan. Hukum pajak material ini menerangkan tentang Objek, Subjek, dan 
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Tarif Pajak (Rosmalasari, 2017). Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak 

materil PPh terpisah dari hukum pajak materil PPN. Hukum pajak materil PPh ialah II 

No.7 Tahun 1983 setelah perubah terakhir dari UU No.36 Tahun 2008, sedangkan untuk 

PPN ialah UU No.8 Tahun 1983 sesuai dengan pengubahan terakhir yaitu UU No.42 

Tahun 2009 

Contoh bentuk dari hukum pajak materil ialah: 

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Pajak Penghasilan (PPh) 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). 

Hukum Pajak Formil  

Hukum pajak formil ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum 

pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat 

tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk 

pengadaan monitoring dan evaluasi . Selain itu, dalam menentukan kewajiban wajib pajak 

untuk mengadakan pembukuan, pencatatan, dan prosedur pengajuan surat keberatan 

ataupun banding (Fadly & Wantoro, 2019). 

Contoh bentuk dari hukum pajak formil ialah Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 

Bentuknya ialah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa 

 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

Hukum pajak formil menerangkan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta hak dan 

kewajiban fiskus. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UUKUP yaitu mengajukan 

keberatan, meminta restitusi, dan mengajukan banding (Febrian Eko Saputra, 2018). 

Adapun, kewajiban pajak sesuai dengan yang diuraikan dalam UUKUP ialah mendaftarkan 

diri untuk memiliki NPWP; mengisi, melaporkan, dan menandatangani Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP); melakukan 

pencatatan atau pembukuan; dan membayar pajak terutang bagi wajib pajak yang terutang. 

Kemudian, hak fiskus diatur dalam UUKUP untuk melakukan pemeriksaan, mengeluarkan 

Surat Tagihan Pajak, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, dan mengeluarkan Surat Paksa. 

Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UUKUP ialah untuk memberikan keputusan atas 

keberatan pajak dari wajib pajak; merahasiakan wajib pajak; dan mengembalikan 
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kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak (Ameraldo & Ghazali, 2021)(Ameraldo et 

al., 2019). 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Definisi Pajak dan Hukum Pajak Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat 

dipaksakan dan terutang bagi wajib pajak yang membayarnya sesuai dengan peraturan. 

Hukum pajak adalah satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang 

mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang 

perlu dipatuhi dan dijalankan. Dan Pengertian Hukum Pajak menurut Para Ahli Hukum 

pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan 

antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Dalam hal ini, hukum pajak 

merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang 

memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara. 
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